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BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP SISTIM PELAKSANAAN
KREDIT PADA BADAN KREDIT DESA (BKD) DI DESA
JANTI KECAMATAN PAPAR KABUPATEN KEDIRI

A. Ketentuan Hutang-piutang Dalam Pelaksanasn BKD di Dess

Janti Kecamatan Papar Kabupaten Kediri

Untuk menganalisa sub A ini agar tidak terlalu
melenceng dari pembahasannya, maka tidalk terlepas menin-
Jau kembali dari data-data yang ada. Sehingga dari pem-

bahasan ini nantinya sesuai apa yang diharapkan.

Pertama, bilamana melihat dari segi ketentuan
kefentuan yang berleku sebelum dloperasikannya BKD ter=-
dapat suatu Janggalan yang terpisah dengan pernyataan
yang ada pada diri BKD. Yang mana BKD didirikan atas
dasar kehendak masyarakat Janti melalui Rembug Desa, te-
naganya diambil dari mesyarakat, diolah dan dirasakan

pula oleh masyarakat Janti.

Kenyataannya ada bagian tertentu dalam Jjabatan B
KD masyarakat Janti tidak diikut sertakan dan tidak
diberikan hak-hak untuk menentukan Blepa-siapa yang pa -
tut dan pantas untuk menempati Jabatan itu, sehingga ti-
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dak sesual dengan keinginan masyarakat Janti. Tidak
seperti halnya dalam jabatan Komisi BKD, ini ditetepkan
berdasarkan musyawareh, tetapi dalam jabatan JTU ( Juru
Tata Usaha ) BKD ini dalam menentukan orang yang men ja-
bat sebagal JTU adalah menjadi hak Bupati/Walikotamadya
KDH. Tingkat II, atas usul dari pengawas BKD. Jadi orang
yang menjabat JTU ialah orang yang sesuai dengan kehen -
dak yang diinginkan Bupati/Walikotamadya. Padahal jaba -
tan JTU ini adalah baglian yang sangat fital dalam lem-
baga BKD.

Oleh karena itu kurang tepat bila BKD di Desa
Janti dikatakan dari, oleh dan untuk masyarakat Janti,
yang sec;ra tidak langsung ada penentuan jabatan yaitu
yang menjadi JTU pada BKD di Desa Janti ini. Jadi Jaba-

tan ini tidak dipegang langsung oleh masyarakat Janti.

(Keterangan : Warga Janti, Nasabah, Komisi III BKD).

Kedua, Maksud didirikan BKD di Desa Janti adalah
sebagal berikut : Memberikan pelayanan kebutuhan kredit
kepada warga Janti yang telah mempunyai usaha ke:il~ke-
cilan baik sebagail pedagang maupun sebagal petani atau
mempunyal penghasilan lain, dengan maksud agar mereka
dapat mengembangkan perusahaannya dengan baik untuk ke-

perluan produksi maupun konsumsi.
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Dengan maksud yang démikian, maka dalam aturan
| hutang-piutang bagi calon nasabah BKD di Desa Janti ada-
lah : Harus warga setempat, mempunyai usaha dan tanpa
dikenakan jaminan baik (berupa barang/surat penting la-
innya)vtapi hanya bermodalkan ke jujuran saja ( saling
percaya ). Maka dalam pelaksanaan BKD di Desa Janti ini
dalam aturan hutang bagl calon nasabah ini sesuai Aengan
maksud didirikannya BKD. Sehingga bagi calon nasabah ti-
dak merasa kesullitan karena prosedurnya mudah dan se -

derhana. (Wawancara, Komisi I : Suripto).

Aturan hutang-piutang dalam pelaksanaan BKD ter-
gsebut sesuail dengan pelaksanaan perbankan menurut 3ya-
ri'at Islam, mengenal akuran-aturan hutang-piutang. Da-
lam pelaksanaan pinjaman di Bank Islam tersebut pada
dasarnya tidak memerlukan jaminan hutang karena pemberi-
an pinjaman berupa pepbelian barang atau modal dasar
dan barang itu masih menjadi milik bank selama hutang
nasgbah itu belum dilunasinya. (Bonus Kiblat, 1990 : 9),

Sabda Nabi SAW. yang diriwayatkan olsh Abu Hurai-

rah, sebagal berikut :

GL-_‘,S’4-4L4.U‘LruA)(_d:ﬂ‘g_vﬁrlfo‘Lﬁ/f:%~L~*a ﬂLquJpr
J&&wﬁﬂwjbu‘!cyufg ‘o
uuﬁaM“raLw_}UJ %_,.NJL..A\
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Artinya :

"Siapa yang memberikan keluangan terhadap orang
miskin dari duka dan kabut dunia, Allah SWT.
akan meluangkan dari duka dan kabut hari kia -
mat. Dan siapa yeng memudahken kesibukan sese -~
orang, Allah SWT. akan memberikan kemudahan
dunia dan akherat. Dan Alleh SWT. selalu meno-
long hambanya selama hambaNya menolong saudara-

nya". (sabiq, 1988 : 130).

L]

Ketiga, bila dilihat lagi tujuan yang ada dalam
pelaksanaan BKD di Desa Janti Kecamatan Papar kabupaten
Kediri, diantaranya : Menciptakan pemerataan kesempatan
berusaha bagi masyarakat Janti dalam rangka usaha untuk
meningkatkan pendapatan masyarakatnya yang berpenghasil-
an rendah, mendorong pembangunan ekonomi secara terarah
dan penyeluran modal yang efektif dan mengurangi BeT %A
mengatasi praktek-praktek ijon, pelepas uang / rentenir,
gadal gelap dan keglatan-kegiatan yang serupa serta men-
didik masyarakat Janti untuk semangat menabung, sehingga

terbentuk pemupukan modal.

Dalam pelaksanaan BKD di Desa Janti Kecamatan
Papar Kabupaten Kediri, memang benar-benar keberadaannya
bertujuan demikian . Semestinya dalam aturan hutang
pilutang yang telah ditetapkan oleh BKD bagi nasabahnya
tidak ada tembehan (bunga) 20¥ dari jumlah kredifnya,

hal ini bisa memberatkan nasabah. Adapun bentuk - bentuk
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pinjaman yang ditetapkan dalam pelaksanaan BKD di  Desa
Janti ini diantaranya : Mingguan, selapanan dan musimgq.
Misalnya : A kredit di BKD sebesar B. 100.000,00 maka
bunganya adalah sebesar Bp. 20.000,00. Jadi A membayar
pada BKD sebesar R. 120.000,00. Dari 3 bentuk pinjaman
di atas semuanya berbunga 20%, selain itu ada ketentuan
lein yang telah ditetapkan oleh BKD yaitu : Adanya
potongan 5% untuk tabungan nasabah. (Wawancara : Nasabah >

Mantri BKD, Komisi BKD).

Perbankan dengan tuntunan Syari'at Islam jﬁga
mempunyai beberapa konsep (tujuan) yang lebih banyak
berorientasi kepada kebersamaan dalam hal, diantaranya:
Memerangi kemiskinan dengan memberi binaan pada golongan
ekonomi lemah dan tertindas melalui bantuan hibah yang
diarahkan oleh bank secara produktif, yang dananya dari
zakat dan sedaqah, serta melalui pinjaman lunak tanpa
bunga, mengembangkan produksi menggalakkan perdaéangan
dan memperluas kesempatan ker ja melalui kredit pemilikan
barang dengan pembayaran cicilan dan memerataken penda -
patan melalui sistim bagi hasil (Mudhorobah). ( Bonus
Kivlat, 1990 : 10).

Ciri-ciri perbankan menurut Syari'at Islam dian -
taranya : Penggunaan prosentase untul pengenaan biaya

uang selalu dihindarkan karena prosentase mengandung
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potensil melipat gandakan secara otomatis. (Petunjuk Al -
Qur'an surat 3 (Al-Irmon : 130), bentuk deposito/tabu -
ngan oleh penympan dianggap sebagi titipan (Al-Wadi'ah )
sedangkan bagi bank dianggap titipan yang diamanatkan
sebagal penyertaan dana pada proyek (Bank Islam) dan

penylimpan tidak di janjikan imbalan yang pasti. ( Bonus

Kiblat, 1990 : 8 ).

Dengan berpedoman pada ciri-ciri perbankan islam,
maka dalam aturan hutang-piutang yang telah ditetapkan
oleh BKD itu, yaitu : Mengenai tambahan (bunga) 20% dari
Jjumlah kreditnya. Dengan demikian aturan hutang-piutang
pada BKD itu bertentangan dengan perbankan Islam. Jadi
secara tidak langsung pelaksansan BKD di Desa Janti

tidak sesual dengan tujuan dari didiriken lembaga itu,

B. Sistim Pelaksanaan Kredit Pada Baden Kredit Desa _ (BKD)

gi Desa_Janti Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.

Sebagaimana pada analisa pada sub A di atas, ma-
ka untuk menganalisa BAB IV sub B ini juga tidak terle-
pas dari data-data yang diperbleh, khususnysa mengensi
praktek pelaksanaan BKD di Desa Jantl kecamatan Papar
Kabupaten Kediri. Mengenal praktek ﬁelakaanaan BKD ini

mulai dari pendirlannya sampai ahkir, bila dianalisa



85,
yang sangat menarik adalah éentang bunga yang disyarat -
kan oleh BKD kepada para nasabah yang menin jamnya. Oleh
karena itu apakah dalam pelaksanaan BKD yang terdapat
di Desa Janti Kecamatan Papar Kebupaten Kediri itu ge-
sual dengan sistim Mu'amalah atau perbankan menurut

Syaritat lslam.

”

Untuk lebih memudahkan dalam penganalisaan, maka
perlu sekali mengetahui apa yang dimaksud dengan per—
bankan menurut Syari'at Islam itu. Bank Islam ialah
Bank yang menyediakan sarana bagi umet Islam dalam usaha
untuk melakukan kegiatan Mu'amalah yang sesuai dengan
a jarannya. Sedangken sarana yang tersedia dalam Bank Is-
lam adalah : Berupa fasilitas perbankan ala Islem yang

dapat dimanfaatkan untuk melakukan usaha yang produktif.

Mengenal Jenis-jenis produk pada pelaksanaan per-
bankan menurut Syari'at Islam yang diberlakukan dikala -
ngan umat Islam dalam Mu'amalah diantara sebagai beri-

kut

1. Pinjeman lunak tanpa bunga disebut Al-Qardhul
Hasan dimana dananya diperoleh dari zakat,

infaq dan sedaqah.

2. Pinjaman /kredit pemiliken barang/aktiva’ba -

rang modal dengan pembayaran tangguh disebut
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Al-Murabaha, peminjam dikenakan margin dari

harga barang itu, dananya dari anggota.

3. Pinjaman’kredit pemilikan barang’/aktiva’barang
modal dengan pembayaran cicilan disebut Al-ba-

{'ubithaman A jil.

4. Sewa guna usaha dengan pembayaran sewa atau
beli disebut Al-Ijarah.

5. Pinjaman’kredit modal ker ja dengan sistim bagi
hasil disebut Al-Mudhorobah atau Al-Qiradh.

6. Penyertaan modal dengan sistim bagi hasil

disebut Al-Musyarakah atau Al-Shirkah.

7. Jenis-jenis operasionalnya antara lain
Al-Sarf untuk jual bell valuta asing, Al-3a -

falah atau Al-Dhamanah untuk pembelian jami-

nan, Al-Wakalah ‘untuk penerbitan L/C. ( Bonus

Kiblat, 1990 : 10 ).

Di dalam produk-ptoduk perbankan dalam Islam ter-
sebut tidak ada syarat adanya bunga yang harus dibayar
oleh nasabah. Dengan melihat sistim perbankan menurut
Syari'at Islam, maka sistim p2laksansan BKD di Desa van-
ti Kecamatan Papar Kabupaten Kediri adalah tidak sesuai
dengan perbankan menurut Syari'at Islam. Hal ini bisa

dilihat dari adanya syarat bunga yang telah ditentukan -
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dalam pelaksanaan BKD tersebut dalam bentuk prosentase.

Maka bunga yang dipunggut itu termasuk katagoril riba,

karena pungutan yang telah ditetapkan itu tidak  sesual

dengan perbankan menurnt Sysri'at Islam disntaranya :

1.

Karena pengenaan bunga telah ditetapakn ai
muka dalambentuk prosentase, prosentase vang
telah ditetapkan itu tanpa memperdulikan apa-
kah pemin jam mendapat keuntungan dari pinjaman
tersebut atau tidak. Hal inl tidak sesual

dengan petunjuk Al-Qur'an surat Al-Lugman : 34,

Karena pengenaan bunga ditetapkan dalam bentuk
prosentase, maka bunga men jadi berkelipa -
tan perseratus dari sisa pinjaman dikalikan
jangka waktu pinjeman. Sehingga dalam Jjangka
waktu tertentu bisa menjadil berlipat ganda jum
lahnys darli pokok pinjaman. Hal inli CUlidak se-
sual dengan petunjuk Al-Qur'an surat Al=-Imron:
130. Selain itu bentuk prosentase mencerminkan

tingkat beban yang relatif sifatnya.

Karena pengenaan bunga ditetapkan dalam bentuk
prosentase, maka apabila peminjam tidak dapat
menyelesaikan  hutangnya pada waktu jatuh

tempo, kewajiban membayar bunga tetap akan

terus ber jalan secara otomatis terhadap sisa
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hutang dan bunganya. Hal ini. tidak sesual
dengan petunjuk Al-Qur'an surat Al-Baqoroh :
280. (Bonus Kiblat, 1990 : 7).

Dengan melihat perbedaan antara pelaksanaan BKD
di Desa Janti dengan perbankan menurut Syari'ah Islam,
mengenal aturan hutang-piutang yaitu : Pada BKD terda-
pat adanya bunga dalam bentuk prosentase. Hal ini dapat
dirasakan akibat yang timbul dalam peleksanaan BKD de-

ngan bunga itu diantaranya sebagai berikut :

l. Dlarar, Menimbulkan kesusahan lantaran berat

dan mahalnya bunga (bunga terlalu tinggi).

2. Memaksa, Apabila telah sampail jatuh tempae maka
nasabah dipaksa untuk melilih antara membayar
atau menambah hutangnya, bila tidak dapat

membayar terpeksa menerima tambahan hutang.

3. Berlipat ganda, Jumlah bunga yang diminta sam-
pal 20% dari jumlah pinjaman pokok. Yang de-
mikian memberatkan bagi nasabah sebab pads

umumnya nasabeh golongan ekonomi lemah,

Untuk memperkuat Jawaban dari pelaksanaan BKD
di Desa Jantl Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, dengan

ketentuan adanya bunga itu katagori riba atau tidak.
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Untuk menjawab masalah ini, disimi penulis akan sajikan

beberapa pendapat Ulama', diantaranya sebagai berikut

1.

Menurut Prof. DR.KH. Syaithul Hadi P., SH. MA.
bahwa, Bank dan bunganya dilakukan melalul
prosedur sukarela (tarodhin), bebas daripada

keterpaksaan pihak peminjam dan melalui prose-

dur keadilan, bebas daripada tekanan pemera -

san dan kedholiman dari pihak orang yvang
memberikan pinjamen, maka bank dan bunganya

itu boleh. Bilamana ter jadi sebaliknya, maka
bank dan bunganya itu haram. (Bunga Bank Ver-

sus Riba, tt : 7).

Menurut Prof. Al-Khalib, menyatakan bshwa

Bunga bank bukan riba yang oleh kar: nanya hu-
kumnya halal/boleh, sebab dalam keadaan da-

rurat. (M. Bably, 1987 :204).

Menurut pendapat Syaich Abdul Azis Jaurisy
bahwa, Bunga bank tidak termasuk katagori riba
yang .terlarang itu, sebadb yang dilarang ada-
lah pingaman;;;ng bunganya berlipat ganda
sebagaimana yang ter jadl di zamen Jahiliysah,

se jalan dengan Mafhum Mukholafah ayat : 130
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4. Menurut pendapat Jumhur Ulama' sepakat bahwa,

Bunga bank itu termasuk katagori riba dan riba

itu termasuk haram, walaupun dalam keadaan da-

rurat masih tetap haram hukumnya. (Diungkapkan

oleh : Al-Kawakibl, Dr. Yahya Al-Dardiri  dan

lain-lainnya). (Prof. KH. Ibrahin Husein, tt :
14)0

Ulama' yang mengharamkan riba tersebut adalah
melihat dari segl dan sisi keburukannya yang lebih ba=
nyak merugikaen daripada yang menguntungkan. Kalau ada
yang diuntungkan oleh riba adalah manusia yang jumlah-
nya terbatas sedangkan minoritas, apalagi golongan
ekonomi menengah ke bawah adalah sasaran yang dirugikan.
Oleh karenanya Allah SWT, melarang riba sebab adanya te
kanan damr ancaman, seperti tercantum dalam surat Al-Ba -

qoroh : 279 yang berbunyl sebagai berikut :

‘&ug\_&:_;\,«\_j},w@t VPP JOAN 1 TV PR R
téy 4?A“°Jt5f“j;3,}‘g,ﬁﬂt)

Artinya :

"Maka jika kamu tidak menger jakan ( meninggalkan
sisa riba ) maka ketahuilah, bahwa Allah dan
Rosullya memerangimu. Dan jika kamu  bertaubat



91

(dari pengambilen riba), maka bagimu pokok
hartamu, kamu tidaek menganiaya dan tidak pula

dianieya". (penaq RI, 1989 : 70).

Dari uraimn di atas dapatlah diberukan kesimpulan
sementara bahwa, praktek pelaksanaan BKD dengan keten -
tuan-ketentuan adanya bunga yang ditetapkan yang terda -
pat di Desa Janti Kecamatan Papar Kabupaten Kediri ada -
lah termasuk katagori riba yang dilarang/diharamkan oleh
ajaran agama Islam. Sebagaimana dengan alasan - alasan
yang telah disebutkan atau di jelaskan di depan, yaitu
Adanya unsur paksaan yang menimbulkan dlarar dan adanya

pelipat gandakan bunga bila tak bisa melunasi pada jatuh

temponya.



